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Kebijakan. metode kualitatif. dengan mengumpulkan data melalui

wawancara mendalam dengan pedagang kaki lima di
berbagai lokasi perkotaan. Analisis resistensi
pedagang kaki lima terhadap kebijakan pemerintah
melibatkan pemahaman mendalam tentang persepsi
mereka terhadap kebijakan yang diterapkan.
Pedagang Kaki Lima berkeinginan melakukan
penjualan diatas trotoar. Terkait hal itu pemerintah
Kota telah merelokasikan Tempat penjualan
pedagang keterminal lama, tetapi hasil kebijakan
Pemerintan Kota terkait relokasi tidak merasa
puas, tidak setuju dan tidak adail bagi Pedagang
Kaki Lima. Selain itu, studi ini juga mengeksplorasi
strategi adaptasi yang digunakan oleh pedagang kaki
lima untuk menghadapi dan melawan kebijakan yang
dianggap merugikan. Hasil penelitian diharapkan
dapat memberikan wawasan yang lebih baik tentang
dinamika antara pedagang kaki lima dan kebijakan
pemerintah. Implikasi dari resistensi ini terhadap
keberlanjutan usaha pedagang kaki lima dan
dampaknya pada ekonomi lokal juga menjadi fokus
penelitian.

PENDAHULUAN

Pertumbuhan populasi di kota terus meningkat, mendorong semakin banyak orang dari desa
bermigrasi ke kota. Kota menawarkan fasilitas yang lebih lengkap untuk memenuhi kebutuhan
hidup dan lebih banyak peluang kerja. Namun, modernisasi telah mengubah banyak pekerjaan dari
penggunaan sumber daya manusia menjadi bergantung pada tenaga kerja. Kesempatan kerja di
kota semakin berkurang, dengan banyaknya perusahaan-perusahaan di berbagai sektor seperti
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industri, perdagangan, dan keuangan mengalami kesulitan bertahan serta sempitnya ketersedian
lapangan kerja (Farooq et al., 2022). Krisis ekonomi ini menyebabkan pemutusan hubungan kerja
dan bahkan penutupan usaha karena tidak mampu bertahan. Salah satu pekerjaan yang umum
dilakukan di perkotaan adalah berdagang barang sembako di pasar-pasar. Pekerjaan ini merupakan
sebagai cara cepat untuk memenuhi kebutuhan kehidupan dari hasil penjualan yang dilakuakan
oleh pedagang.

Sehingga pekerjaan dagangan ini mudah dilakukan tanpa memerlukan biaya yang besar,
efisien waktu yang dikerjakan serta jenjang Pendidikan yang tinggi sehingga minat masyarakat
secara antusias melakukannya. Akibatnya banyak para pedagang menghiraukan aturan-aturan
regulasi dalam sistem dagang dalam kota. Banyaknya pedagang kaki lima atau disebut (PKL) yang
menjajakan dagangan di trotoar-trotoar jalan, sehingga memunculkan permasalah sensitif antara
pedagang dengan pemerintah setempat sebagai penegak kebijakan (Suliman et al., 2023).

Menurut Mentari dkk, (2018). Maraknya PKL disuatu wilayah juga disebabkan sulitnya
lapangan pekerjaan banyaknya PHK yang dilakukan oleh perusahaan. Pedagang kaki lima
juga dapat dikatakan sebagai pusat distribusi atau jasa yang tidak berizin dan tidak menetap
atau berpindah. Walaupun Pedagang kaki lima merupakan bagian dari sektor ekonomi informal
yang memiliki jiwa wirausaha dalam mempertahankan kestabilan ekonomi keluarga tetapi aktivitas
yang dilakukan di trotoar, pinggir jalan, atau tempat umum lainnya dapat menimbulkan beberapa
masalah, seperti gangguan terhadap ketertiban umum dengan penjualan barang atau jasa di tempat
yang tidak sesuai, yang bisa menghalangi akses pejalan kaki dan mengganggu aksesibilitas. Selain
itu, aktivitas pedagang kaki lima di pinggir jalan dapat mengancam keselamatan mereka sendiri,
pembeli, dan pengguna jalan lainnya (Flagstad & Johnsen, 2022). Terkadang, keberadaan
pedagang kaki lima juga terkait dengan masalah kebersihan lingkungan karena pengelolaan
sampah dan limbah yang kurang tepat. Kehadiran Pedagang Kaki Lima dapat menyebabkan tata
kelola kota yang tidak estetik serta semangat kota yang menghendaki adanya menciptakan
ketertiban, kenyamanan, keamanan, dan keindahan kota. Pedagang Kaki Lima yang berjualan
diatas trotoar dan sebagian badan jalan, yang menempati lokasi usah, seenaknya membuang
sampah sembrangan tempat. Perilaku ini dimata pemerintah sangat mengganggu keberhasilan
dan keteraturan Kota Gunungsitoli.

Kegiatan Pedagang Kaki Lima tersebut tentunya akan membuat fasilitas tersebut umum
yang terdapat pada suatu wilayah akan terganggu fungsinya. Hal ini membuat Pemerintah
Kota akan mengeluarkan kebijakan relokasi yang ditetapkan yang bertujuan agar fasilitas
umum daerah serta penjualan yang ada diwilayah tersebut lebih tertata dan tidak mengganggu
kegiatan masyarakat lainnya. Pemerintah Kota Gunungsitoli telah menyediakan tempat untuk
berjualan terhadap Pedagang Kaki Lima. karena Pemerintah berperan penting terkait masalah
Pedagang Kaki Lima, Pemerintah Kota Gunungsitoli melakukan pendataan Pedagang Kaki
Lima supaya pindahkan ketempat yang resmi seperti kios-kios didalam pasar — pasar modern
ataupun tradisional tetapi Pedagang Kaki Lima masih menolak dan melanggar aturan yang ada.
Dampak semakin banyaknya Pedagang Kaki Lima (PKL) yang menimbulkan berbagai
masalah di dalam kota. Maka Pemerintah menerapkan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli
Nomor 14 tahun 20016 Bab VII tentang Tertib Lingkungan Pasal 35 Setiap PKL dilarang:

Melakukan kegiatan usaha, berdagang/berjualan dijalan, trotoar, kakilima/teras toko atau
rumah, jalur hijau dan atau fasilitas umum.

Melakukan kegiatan usaha dengan mendirikan tempat usaha dalam bentuk apapun selain
pada tempat-tempat yang telah dutentukan; dan

Melakukan kegiatan usaha yang menimbulkan hal kerugian dalam hal kebersihan,
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keindahan, ketertiban, keamanan dan kenyamanan.

Dalam hal ini Pemerintah Kota Gunungsitoli melalui Satpol PP Kota Gunungsitoli yang
memiliki kewenagan menegakkan aturan daerah Nomor 14 tahun 20016. Maka dalam menegakkan
peraturan daerah, Satpol PP Kota Gunungsitoli menjalankan tugas dan fungsinya dalam menjaga,
melarang, serta mengawasi aktivitas penjualan Pedagang Kaki Lima di Wilayah Kota
Gunungsitoli. Menurut B.R S parker dalam Mufidah (2020) menyebutkan bahwa kebijakan
pemerintah mempunyai tujuan yang ingin dicapai dalam waktu tertentu. (Yuan & Li, 2023)
menyebutkan bahwa Resistensi dapat disebabkan oleh faktor organisasi, yaitu karena adanya
perbedaan persepsi atau pemikiran antara indiviu dan menyebabkan terjadinya upaya
penolakan di dalam suatu organisasi.

Tujuan dari kebijakan Pemerintah Kota Gunungsitoli dalam melakukan penertiban yang
bertujuan mengatur, menata, pembina PKL trotoar-trotoar untuk mencapai keseimbangan antara
mendukung keberlangsungan usaha PKL dan menjaga ketertiban dan kenyamanan kota. Hasil
pengamatan peneliti di Pasar Beringin Kota Gunungsitoli, maraknya Pedagang Kaki Lima yang
tidak mematuhi kebijakan Pemerintah Kota Gunungsitoli dengan melakukan aktivitas penjualan
barang dagangannya di trotoar dan pinggir jalan (Malsha et al., 2020). Sikap Pedagang Kaki Lima
merupakan resistensi (penolakan) Pedagang Kaki Lima terhadap kebijakan aturan tersebut.
Resistensi yang sering terjadinya kegaduhan, keributan, adu argumen di tengah — tengah pasar.
Sehingga banyak aksi — aksi protes yang bermunculan terhadap kebijakan Pemerintah Kota
Gunungsitoli. Para Pedagang Kaki Lima mewadahi atau membentuk paguyuban untuk menetang
Kebijakan Pemerintah Kota Gunungsitoli. Paguyuban ini dibentuk dengan tujuan untuk
menyuarakan aspirasi pedagang.

Berdasarkan Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima di Pasar ada beberapa kebijakan
Formal Terkait relokasi pedagang di Pasar yaitu Penetapan Lokasi Baru, Perizinan dan Izin Usaha,
Bantuan Relokasi, Sosialisasi dan Konsultasi, Fasilitas dan Infrastruktur, Keamanan dan
Ketertiban, Pemantauan dan Evaluasi. Kebijakan formal relokasi memerlukan pendekatan yang
hati-hati dan holistik untuk memastikan bahwa proses tersebut berlangsung adil, aman, dan
menghormati hak asasi manusia. Oleh karena itu, kebijakan ini harus mengedepankan keadilan,
keberlanjutan, dan kesejahteraan masyarakat yang terlibat, serta mengakui dan mengelola dampak
negatif yang mungkin timbul selama dan setelah proses Relokasi. Pedagang Kaki Lima dalam
penelitian Pasar Beringin Kota Gunungsitoli Pedagang Kaki Lima liar karena mereka menempati
area larangan penertiban yang dilakukan oleh kebijakan Pemerintah seringkali menimbulkan
Resistensi atau Perlawanan Pedagang Kaki Lima. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut
diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan peneliti di Pasar Beringin Kota Gunungsitoli
dengan judul Analisis Resistensi Pedagang Kaki Lima Terhadap Kebijakan Pemerintah Kota
Gunungsitoli.

LANDASAN TEORI

Dalam kajian mengenai resistensi pedagang kaki lima terhadap kebijakan pemerintah,
terdapat beberapa teori kunci yang dapat digunakan sebagai landasan analisis. Pertama, teori
resistensi sosial memberikan kerangka untuk memahami bagaimana kelompok-kelompok
masyarakat berusaha mempertahankan eksistensinya dalam menghadapi kebijakan yang dianggap
merugikan. Menurut Scott dalam (Rashid et al., 2023), resistensi sosial sering kali dilakukan oleh
kelompok-kelompok yang kurang berdaya secara ekonomi dan politik melalui cara-cara yang tidak
langsung dan tersembunyi, seperti praktik-praktik sehari-hari yang bertentangan dengan regulasi
resmi.
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Kedua, teori ruang publik dari Habermas dalam (Rashid et al., 2023) juga relevan dalam
memahami dinamika interaksi antara pedagang kaki lima dan kebijakan pemerintah. Habermas
berpendapat bahwa ruang publik merupakan arena di mana individu-individu dapat berdiskusi dan
memperdebatkan kebijakan publik yang mempengaruhi kehidupan mereka. Dalam konteks ini,
pedagang kaki lima dapat dilihat sebagai aktor yang aktif dalam ruang publik, yang menyuarakan
kepentingan mereka dan mencari keadilan terhadap kebijakan yang mereka anggap tidak adil.

Selanjutnya, teori ketahanan (resilience theory) yang dikemukakan oleh Holling dalam
(Katz et al., 2022) memberikan perspektif tambahan tentang bagaimana pedagang kaki lima
mampu bertahan dan beradaptasi dalam situasi yang penuh tekanan. Ketahanan dalam konteks ini
mengacu pada kemampuan sistem sosial untuk menyerap gangguan, beradaptasi terhadap
perubahan, dan tetap bertahan meskipun dihadapkan pada kebijakan-kebijakan yang membatasi.
Pedagang kaki lima sering menunjukkan bentuk ketahanan yang dinamis dengan mengembangkan
strategi-strategi baru untuk tetap beroperasi dan mempertahankan mata pencaharian mereka.

Dalam konteks kebijakan publik, teori implementasi kebijakan publik (policy
implementation theory) juga memberikan wawasan penting. Sabatier dan Mazmanian dalam (Liu
& Zhang, 2022) mengemukakan bahwa keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh
perumusan kebijakan itu sendiri, tetapi juga oleh proses implementasinya. Pedagang kaki lima
sering kali menjadi subjek dari kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk menata ruang kota dan
mengurangi kemacetan atau kesemrawutan. Namun, pelaksanaan kebijakan ini sering menghadapi
tantangan besar karena adanya perlawanan dari pedagang kaki lima yang merasa hak-hak
ekonominya terancam.

Terakhir, teori hak-hak warga kota (the right to the city) dari Lefebvre dalam (Abbas et al.,
2022) menegaskan bahwa semua warga kota memiliki hak yang sama untuk menikmati ruang kota
dan berpartisipasi dalam pembentukannya. Dalam hal ini, pedagang kaki lima dapat dianggap
sebagai kelompok yang memperjuangkan hak mereka untuk tetap dapat beraktivitas di ruang-ruang
kota meskipun sering kali dianggap mengganggu estetika dan keteraturan kota oleh pemerintah.

Dengan menggunakan berbagai teori ini, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih
komprehensif tentang bagaimana pedagang kaki lima mengembangkan strategi resistensi mereka
terhadap kebijakan pemerintah, serta dampak dari kebijakan tersebut terhadap kehidupan mereka.
Studi ini juga diharapkan dapat memberikan wawasan bagi perumusan kebijakan yang lebih
inklusif dan adil bagi semua pihak yang terlibat (Suliman et al., 2023).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus kualitatif. Metode studi kasus menghendaki
suatu kajian yang rinci, mendalam, dan menyeluruh atas objek tertentu dalam kurun waktu tertentu
termasuk lingkungannya (Abdurachman et al., 2023). Penelitian kualitatif bertujuan untuk
memahami fenomena yang dialami oleh objek penelitian, seperti perilaku pedagang, persepsi,
motivasi, dan tindakan secara holistik dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan
bahasa pada konteks alamiah tertentu. Menurut Creswell dalam (Liu & Zhang, 2022), pendekatan
kualitatif adalah pendekatan untuk membangun pernyataan pengetahuan berdasarkan perspektif
konstruktif atau partisipatori, atau keduanya. Melalui metode kualitatif ini, peneliti dapat
menjelaskan, mendeskripsikan, dan menyelidiki latar belakang resistensi pedagang kaki lima
terhadap kebijakan Pemerintah Kota Gunungsitoli.

Penelitian ini dilaksanakan di Jalan Sudirman Pasar Beringin, Kota Gunungsitoli, dengan
jadwal penelitian selama enam bulan, mulai dari Oktober 2023 hingga Maret 2024. Informan
penelitian dipilih berdasarkan kemampuan mereka memberikan informasi yang dibutuhkan, yang
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meliputi pedagang kaki lima dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Gunungsitoli. Delapan informan
utama dalam penelitian ini mencakup tiga anggota Satpol PP dan lima pedagang kaki lima.

Variabel penelitian yang digunakan adalah variabel tunggal, yakni resistensi pedagang kaki
lima terhadap kebijakan pemerintah. Variabel ini dipilih berdasarkan pendapat Sugiyono dalam
(Farooq et al., 2022) bahwa variabel penelitian adalah suatu atribut atau nilai dari orang, objek,
atau kegiatan yang memiliki variasi tertentu dan ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan
kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam konteks ini, resistensi muncul karena pedagang kaki lima
berusaha menolak sistem yang eksploitatif dan tidak adil (Cahyadi et al., 2023).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer
diperoleh langsung dari sumbernya melalui observasi dan wawancara dengan informan terkait.
Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi, buku-buku yang relevan, skripsi, tesis, dan peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah Kota Gunungsitoli.

Instrumen penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri (Liu & Zhang, 2022), yang berarti
peneliti menjadi alat untuk merekam informasi selama berlangsungnya penelitian. Teknik
pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi
dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan untuk melihat situasi dan kondisi yang terjadi,
mengamati, dan mencatat kejadian secara sistematis. Wawancara dilakukan dengan bertatap muka
dan tanya jawab langsung dengan responden. Teknik dokumentasi mencakup catatan peristiwa
yang sudah berlalu, baik berupa tulisan, gambar, atau karya penting.

Analisis data dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah yang diuraikan oleh Sugiyono
(2018), yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
Pengumpulan data dimulai dengan pengamatan awal dan wawancara, kemudian dilanjutkan
dengan pengamatan terlibat, wawancara mendalam, dan kajian dokumentasi. Reduksi data
menggolongkan dan mengorganisasikan data sehingga memberikan gambaran yang lebih tajam
tentang hasil pengamatan (Uddin et al., 2020). Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi untuk
memudahkan pemahaman, dan penarikan kesimpulan dilakukan dari semua data yang diperoleh
untuk memberikan gambaran lengkap mengenai resistensi pedagang kaki lima terhadap kebijakan
pemerintah di Kota Gunungsitoli.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Faktor Penyebab Pedagang Kaki Lima Menolak Kebijakan Pemerintah Pemerintah Kota
Gunungsitoli.

Dalam menjalankan sebuah kebijakan sering mengalami pro dan kontra sehingga
menimbulkan konflik yang berujung pada sebuah penolakan baik secara indvidu, kelompok,
organisasi ataupun masyarakat secara umumnya. Menurut William Dun dalam (Aboramadan et al.,
2022) “Kebijakan merupakan suatu keputusan formal organisasi, yang mempunyai sifat yang
mengikat, yang mengatur perilaku dengan tujuan untuk dapat menciptakan tata nilai baru dalam
masyarakat. Kebijakan akan menjadi rujukan utama para anggota organisasi atau juga anggota
masyarakat didalam berperilaku. Sedangkan Menurut (Katz et al., 2022) Kebijakan dapat
didefinisikan sebagai "suatu pernyataan mengenai apa yang harus dilakukan atau cara untuk
mencapai tujuan tertentu, dilakukan oleh pemerintah, kelompok, atau individu."”

Kebijakan yang diberlakukan olen Pemerintah Kota Gunungsitoli melalui Perda No 14
Tahun 2016 Pasal 35 Ayat 1 dan 2, tidak serta merta berjalan sesuai dengan keinginan Pemerintah
Kota Gunungsitoli, dimana aturan dibuat untuk memberikan efek jera atau kepatuhan masyarakat
khususnya Pedagang Kaki Lima yang berjualan di area trotoar dan pinggir jalan dapat teratasi
secara baik ataupun kooperatif, bahkan sebaliknya Pedagang Kaki Lima tetap melakukan
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penolakan atas atuaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Gunungsitoli.

Bentuk- Bentuk Penolakan Pedagang Kaki Lima Di Pasar Beringin Terhadap Kebijakan
Pemerintah Kota Gunungsitoli.

Resistensi merupakan tindakan menolak untuk patuh, memenuhi peraturan yang ditujukan
kepada seseorang atau sekelompok orang. Pedagang kaki lima menolak untuk tidak patuh dan tidak
tunduk kepada perintah relokasi dari Pemerintah Kota bisa dipandang sebagai resistensi para
pedagang kaki lima, karena tidak mematuhi Peraturan Daerah yang mengatur pedagang kaki lima.
Namun resistensi yang diperlihatkan oleh para pedagang kaki lima khususnya di Pasar Beringin.
dapat juga bersifat positif, karena penolakan dan penolakan yang mereka lakukan diduga dapat
mempengaruhi cara pandang dan kebijakan Pemerintah Kota Gunungsitoli dalam menata
Pedagang Kaki Lima di Kota Gunungsitoli (Malsha et al., 2020).

Penolakan non kekerasan yang dilakukan oleh para pedagang kaki lima liar diperlihatkan
dengan cara melakukan demonstrasi damai, berorasi, membuat pamflet atau poster, hingga
mendirikan Posko Anti Penggusuran. Tindakan ini merupakan tindakan kolektif yang terorganisir
untuk mencapai keberhasilan dalam melakukan resistensi.

Upaya Pemerintah Kota Gunungsitoli dalam menata keberadaan pedagang kaki lima
memang selalu mengundang reaksi dari para pedagang kaki lima yang akan di tertibkan.
Bagi pedagang kaki ima operasi penertiban bukan merupakan hal yang sama sekali baru.
Dalam menghadapi pedagang kaki lima dan kebijakan tersebut tertua dalam perda dan
memberi kewenangan kepada petugas Satpol PP untuk mengontrol kebijakan tersebut.
Pemerintah Kota Gunungsitoli menggelar konferensi pers dalam rangka menyampaikan program
pemerintah Kota Gunungsitoli,

Berdasarkan peneltian diatas tentang resistensi pedagang kaki lima terhadap kebijakan
Pemerintah Kota Gunungsitoli di Pasar Beringin Kota Gunungsitoli, dalam menegakkan aturan
Perda No. 14 tahun 2016 pada pasal 35 tidak sepenuhnya dipatuhi oleh pedagang kaki lima secara
menyeluruh dikarena keinginan pedagang kaki lima di Pasar Beringin Kota Gunungsitoli
melakukan penolakan (resistensi) karena permintaan pedagang untuk ditempatkan pada kios
berhadapan dengan pinggir jalan yang mudah diakses oleh pembeli. Maka untuk menjalankan
penegakkan kebijakan tersebut. Pemerintah Kota Gunungsitoli perlu berdialog kepada masyarakat
pedagang kaki lima dalam menampung aspirasi pedagang serta kemudian dituangkan secara
angggaran untuk direalisasikan supaya para pedagang menjalan berkehidupan ekonomi yang
mandiri, serta mematuhi aturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Gunungsitoli (Faezah et al.,
2022).

Sedangkan temuan penelitian Fitria Nur Hidayah dengan dalam jurnal yang berjudul
“Resistensi Pedagang Kaki Lima Alun-Alun Bojonegoro Terhadap Kebijakan Relokasi Pemerintah
Kabupaten Bojonegoro”. Dalam menerapkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bojonegoro
No. 15 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum ini menunjukkan
bahwa ada keuntungan dan kerugian dari kebijakan relokasi PKL saat ini yang diterapkan
di Alun-alun Bojonegoro. Meskipun Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah mengeluarkan
himbauan dan sosialisasi, masih banyak pedagang kaki lima yang tetap beroperasi di lingkungan
Alun-alun Bojonegoro dan melakukan aksi perlawanan,termasuk permainan kucing-kucingan
dengan Satpol PP dan demonstrasi di luar gedung pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Alasan
pedagang kaki lima melakukan perlawanan terhadap kebijakan ini adalah karena sepinya pembeli
di tempat yang disediakan oleh pemerintah dan membuat dagangan mereka kurang laku dan
akhirnya membuat mereka nekat untuk kembali berjualan di wilayah Alun-alun Bojonegoro.
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Pedagang kaki lima mengungkapkan bahwa mereka mau direlokasi ke tempat yang

disediakan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro asalkan tempat tersebut ramai pengunjung dan

memiliki akses air bersih serta listrik yang memadai. Untuk mengatasi permasalahan ini

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro hendaknya segera merealisasikan program tempat baru untuk

para Pedagang Kaki Lima yang memadai dan strategisdanpaguyuban PKL Alun-alun Kabupaten

Bojonegorosebaiknya lebih sering melakukan koordinasi dengan anggota PKL dan
pemerintahdalam mencari jalan tengah pada masalah ini.

Dapat disimpulkan ada kesamaan permasalahan yang mendasar antara penelitian yang
dilakukan oleh Fitria Nur Hidayah dan hasil penelitian saat ini. Bahwa masyarakat pedagang kaki
lima tidak mau direlokasi dari lokasi aktivitas penjualan semula akan tetapi menginginkan dilokasi
yang sudah sering ditempati dengan alasan barang dagangan tidak laku dan jauh dari pelanggan
yang sudah ada. Serta menerapan kebijakan pemerintah terkait penegakkan Peraturan Daerah tidak
sesuai dengan harapan pemerintah maupun masyarakat secara umumnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan terkait dengan analisis resitensi pedagang kaki
lima terhadap kebijakan Pemerintah Kota Gunungsitoli dapat dismpulkan bahwa Pedagang Kaki
Lima cenderung menunjukkan resistensi terhadap kebijakan Pemerintah yang dianggap tidak
memihak kepada masyarakat kecil yang anggapan bahwa merugikan atau tidak sesuai dengan
kebutuhan mereka. Regulasi yang dianggap memberatkan, rumit, atau tidak adil dapat menjadi
pemicu resistensi. Pedagang Kaki Lima menolak kebijakan pemerintah karena merasa lokasi yang
disediakan kurang strategis, relokasi menyebabkan kehilangan pelanggan setia, lokasi baru yang
jauh dari akses pembeli mengakibatkan penurunan hasil dagangan, dan biaya kios yang tinggi tidak
terjangkau bagi pedagang dengan keuangan terbatas. Bentuk — bentuk perlawanan yang di
lakukan oleh Pedagang Kaki Lima terhadap kebijakan pemerintah dengan tetap berjualan diatas
trotoar / pinggir jalan, menolak relokasi ketempat yang baru karena bukan berdasarkan aspirasi
masyarakat. Meskipun resistensi ini tampaknya bertentangan dengan aturan, namun dianggap
memiliki dampak positif dalam mempengaruhi pandangan dan kebijakan pemerintah setempat
terhadap pedagang kaki lima. Tindakan penolakan tersebut dilakukan secara damai melalui
demonstrasi, orasi, menunjukkan adanya upaya kolektif untuk mencapai keberhasilan dalam
melawan kebijakan yang dianggap tidak adil. Sementara itu, Pemerintah Kota Gunungsitoli terus
berupaya menata keberadaan pedagang kaki lima, meskipun hal ini seringkali memicu reaksi dari
para pedagang.
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